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PUTUSAN

Nomor 7894/Pdt.G/2021/PA.Sor

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Soreang  yang  memeriksa  dan  mengadili

perkara  tertentu  pada  tingkat  pertama  telah  menjatuhkan  putusan

sebagaimana  tersebut  di  bawah  ini  dalam  perkara  Cerai  Gugat  yang

diajukan oleh :

XXXXX,  lahir  tanggal  21-04-1977 (44 tahun),  agama Islam,  pendidikan

SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat

kediaman di  Kp.  Kopo Sayati,  Gg.  H.  Abas No.13

RT.01  RW.03  Desa  Sayati  Kecamatan  Margahayu

Kabupaten  Bandung, selanjutnya  disebut  sebagai

Penggugat,  dalam  hal  ini  memberikan  kuasa

kepada  H Ariyana  S.  Ajisakha,  S.Ag.,  SH.,  Dzikir

Zulkifli,  S.Sy.,  SH.,  Rahmat  Hidayat,  S.Sy.,  SH.,

Nurrahman  Hakim,  S.H.,  Penasehat  Hukum  pada

Kantor  Hukum  Ariyana  S.  Ajisakha,  S.Ag,.  SH.  &

Rekan  beralamat  di  Jl.  Lebakwangi  –  Cijaringao

No.09  Banjaran  Kabupaten  Bandung,  berdasarkan

Surat  Kuasa  Khusus  tanggal  17  September  2021

yang  telah  terdaftar  di  Kepaniteraan  Pengadilan

Agama  Soreang  dengan  Register  Kuasa  Nomor

4457/Adv/IX/2021 tanggal 30 November 2021, kuasa

tersebut  telah  diperiksa  keabsahannya  di

persidangan  dan  dinyatakan  sah  sehingga  sah

sebagai kuasa Penggugat;

m e l a w a n

XXXXX,  lahir  tanggal  10-03-1975 (46 tahun),  agama Islam,  pendidikan

SLTA,  pekerjaan  Karyawan  Swasta,  bertempat

kediaman di Kp. Curug Dog-dog RT.02 RW.10 Desa
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Sukamenak  Kecamatan  Margahayu  Kabupaten

Bandung, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa  Penggugat  dalam  surat  gugatannya  tertanggal  25

November 2021  yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Soreang  dalam Register Perkara Nomor  7894/Pdt.G/2021/PA.Pbm, telah

mengemukakan alasan-alasan dan/atau dalil-dalil yang pokoknya sebagai

berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah

pada  Bahwa pada tanggal 18 April 2020 Penggugat dengan Tergugat

telah  melangsungkan  perkawinan  diwilayah  hukum  Kantor  Urusan

Agama  Kecamatan  Margahayu  Kabupaten  Bandung,  sebagaimana

Kutipan Akta Nikah Nomor: 247/50/IV/2020;

2. Bahwa  setelah  menikah  (April  2020)  Penggugat  dan  Tergugat

terakhir  berumah  tangga  dan  tinggal  di  wilayah  Desa  Sukamenak

Kecamatan  Margahayu  Kabupaten  Bandung,  akan  tetapi  dari

pernikahannya tersebut belum dikaruniai anak (keturunan);

3. Bahwa awal pernikahan rumah tangga antara Penggugat dengan

Tergugat  rukun  dan  harmonis  sebagaimana  layaknya  suatu  rumah

tangga yang baik,  akan tetapi  tidak dapat dipertahankan lagi  karena

sejak Agustus 2020 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi

perselisihan dan percekcokan yang sifatnya terus menerus, hal mana

penyebab  terjadinya  perselisihan  dan  percekcokan  tersebut

dikarenakan:

a. Tegang tempat tinggal bersama;

b. Masalah  ekonomi  (Tergugat

tidak terbuka dalam masalah keuangan terhadap Penggugat);

4. Bahwa  ternyata  pula  dampak  dari  percekcokan  tersebut  sejak

Agustus 2021 hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah
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pisah ranjang bersama, dan sejak itu pula sudah tidak saling melayani

serta tidak lagi berhubungan layaknya suami isteri yang baik;

5. Bahwa  Penggugat  sudah  tidak  sanggup  lagi  menjalani  dan

mempertahankan  rumah  tangga  yang  demikian  karena  perselisihan

antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit  diatasi dan tidak ada

lagi  harapan  untuk  rukun,  sehingga  tujuan  perkawinan  membentuk

rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah mustahil terwujud.

Dan  talaklah  menjadi  salah  satunya  solusi  agar  Penggugat  dengan

Tergugat tidak melanggar norma hukum dan agama;

Berdasarkan  alasan  –  alasan  yang  Penggugat  utarakan  dalam

Posita gugatan Penggugat diatas, dengan ini Penggugat mohon Kepada

Yang Mulia Majelis Hakim untuk memberikan keputusan sebagai berikut  :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Dian Hadiansyah

Bin  Ade  Supriyadi)  terhadap  Penggugat  (Tina  Rostiana  Binti

Wahyu Sudayat);

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum

ATAU

Apabila  Majelis  Hakim  berpendapat  lain  mohon  putusan  berdasarkan

keadilan dan kepatutan.

Bahwa, pada hari sidang yang ditetapkan Penggugat dan Tergugat

datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah

pihak,  akan  tetapi  tidak  berhasil.  Kemudian  Ketua  Majelis  Hakim

memerintahkan agar kedua belah pihak mengadakan perdamaian melalui

prosedur mediasi;

Bahwa, Ketua Majelis telah memberi petunjuk kepada para pihak

tentang pemilihan Mediator, baik dari dalam (Pengadilan Agama Soreang)

maupun dari luar (Lembaga Mediator), kemudian para pihak menyerahkan

sepenuhnya  kepada  Majelis  Hakim  tentang  penunjukan  mediator  dari

Pengadilan Agama Soreang;

Bahwa, selanjutnya Ketua Majelis menunjuk seorang mediator yang

terdaftar  pada  Pengadilan  Agama  Soreang yakni Drs.  H.  A.  Halim

Husein, S.H., M.H., (hakim mediator) dan berdasarkan laporan mediasi
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tanggal 27  Desember  2021,  ternyata  mediasi  tersebut  tidak  berhasil

mendamaikan kedua belah pihak; 

Bahwa meskipun  upaya  mediasi  tidak  berhasil,  namun  Majelis

Hakim tetap berupaya mendamaikan dengan menasehati Penggugat dan

Tergugat  dalam  setiap  persidangan  berdasarkan ketentuan Pasal  154

RBg, akan tetapi tetap tidak berhasil;

Bahwa  kemudian  persidangan  dilanjutkan  kepada  pemeriksaan

pokok  perkara  dengan  diawali  pembacaan  surat  gugatan  Penggugat

dalam sidang yang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap

dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa pada  agenda  sidang  selanjutnya Tergugat tidak  pernah

hadir  meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut  untuk  hadir  di

Persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah

mengajukan bukti surat dan saksi-saksi keluarga dan orang dekatnya di

muka persidangan sebagai berikut:

I. Bukti Surat :

1. Fotokopi  Kartu  Tanda  Penduduk  (KTP)  atas  nama  Penggugat

yang  dikeluarkan  oleh  Kepala  Dinas  Kependudukan  dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Bukti

surat tersebut telah diberi  materai  cukup dan dinazegelen serta

telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh

Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi  Kutipan Akta  Nikah Nomor  247/50/IV/2000 tanggal  18

April 2020 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Urusan Agama Kecamatan Margahayu. Bukti surat tersebut telah

diberi  meterai  cukup  dan  dinazegelen  serta  telah  dicocokkan

dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi

tanda P.2;

II. Bukti Saksi-Saksi :

1. XXXXX,  umur  56  tahun,  agama  Islam,  pekerjaan  IRT,  tempat

tinggal di Kp. Kopo Sayati, Gg. H. Abas No.13 RT.01 RW.03 Desa

Sayati Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung. Saksi adalah
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Bibi  Penggugat,  di  bawah  sumpahnya  memberikan  keterangan

yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;

- Bahwa  benar  antara  Penggugat  dan  Tergugat  adalah  suami

isteri sah;

- Bahwa setelah  menikah  Penggugat  dan Tergugat  tinggal   di

wilayah Desa Sukamenak Kecamatan Margahayu Kabupaten

Bandung, sampai dengan berpisah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

- Bahwa  kehidupan  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat

rukun  dan  harmonis,  namun  sejak  bulan  Agustus  2020

rumahtangga  antara  Penggugat  dan  Tergugat  mulai  terjadi

perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

- Bahwa saksi  melihat  dan mendengar  langsung pertengkaran

antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat

karena Tergugat  tidak  terbuka  dalam  masalah  keuangan

terhadap Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah

sejak Agustus 2021;

- Bahwa sejak pisah rumah, komunikasi antara Penggugat dan

Tergugat  sudah  berjalan  tidak  baik  dan  sudah  saling  tidak

mempedulikan;

- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat untuk rukun

kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi  sudah  tidak  sanggup  mendamaikan  Penggugat

dan Tergugat;               

2. XXXXX,  umur  42  tahun,  agama Islam,  pekerjaan  Buruh,  tempat

tinggal  Kp.  Kopo  Sayati,  No.211  RT.01  RW.03  Desa  Sayati

Kecamatan  Margahayu  Kabupaten  Bandung.  Saksi  adalah  Adik

Penggugat,  di  bawah  sumpahnya  memberikan  keterangan  yang

pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
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- Bahwa  benar  antara  Penggugat  dan  Tergugat  adalah  suami

isteri sah;

- Bahwa setelah  menikah  Penggugat  dan Tergugat  tinggal   di

wilayah Desa Sukamenak Kecamatan Margahayu Kabupaten

Bandung, sampai dengan berpisah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

- Bahwa  kehidupan  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat

rukun  dan  harmonis,  namun  sejak  bulan  Agustus  2020

rumahtangga  antara  Penggugat  dan  Tergugat  mulai  terjadi

perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

- Bahwa saksi  melihat  dan mendengar  langsung pertengkaran

antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat

karena Tergugat  tidak  terbuka  dalam  masalah  keuangan

terhadap Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah

sejak Agustus 2021;

- Bahwa sejak pisah rumah, komunikasi antara Penggugat dan

Tergugat  sudah  berjalan  tidak  baik  dan  sudah  saling  tidak

mempedulikan;

- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat untuk rukun

kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi  sudah  tidak  sanggup  mendamaikan  Penggugat

dan Tergugat;               

Bahwa  Penggugat  telah  mencukupkan  pembuktiannya  dan

menyatakan tidak ada sesuatu apapun bukti-bukti lagi yang akan diajukan

di persidangan;

Bahwa  selanjutnya  mengenai  jalannya  pemeriksaan  perkara  ini,

selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan,

maka untuk meringkas putusan ini  selanjutnya Majelis Hakim menunjuk

pada  Berita  Acara  tersebut  sebagai  bagian  yang  tak  terpisahkan  dari

putusan ini;
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PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan

Surat Kuasa Khusus, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Agama Soreang dengan nomor 4457/Adv/IX/2021 tanggal 30 November

2021, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh

Pengadilan  Tinggi  Jawa  Barat,  dengan  demikian  Kuasa  Hukum

Penggugat telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi

Penggugat dalam setiap persidangan;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  ketentuan  Pasal  49  Undang-

undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah

dengan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006 dan  perubahan  kedua

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara  a quo adalah

termasuk  kewenangan  Pengadilan  Agama,  dan  telah  diajukan  sesuai

dengan  perundang-undangan  yang  berlaku  oleh  karenanya  harus

dinyatakan diterima; 

Menimbang  bahwa  Majelis  Hakim  setiap  kali  persidangan  telah

berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai Pasal 130

HIR akan tetapi tidak berhasil; 

Menimbang,  bahwa  sebagaimana  Peraturan  Mahkamah  Agung

Nomor  1  Tahun  2016  Tentang  Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan,

selanjutnya juga antara Penggugat  dan Tergugat  pada sidang pertama

telah  didamaikan  melalui  upaya  mediasi  oleh  Hakim  Mediator  yang

ditunjuk  oleh Majelis  atas kesepakatan kedua belah pihak yaitu  Hakim

Mediator  Drs.  H.  A.  Halim Husein,  S.H.,  M.H., namun upaya mediasi

yang telah dilaksanakan tersebut tidak berhasil; 

Menimbang,  bahwa  pokok  perkara  ini  adalah  Penggugat

menggugat cerai Tergugat dengan mendasarkan gugatannya kepada dalil-

dalil  pokok  yaitu  bahwa  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  sejak

sekitar bulan Agustus 2020  rumah tangga Penggugat dengan Tergugat

mulai  goyah  dikarenakan  sering  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran,

yang selengkapnya sebagaimana terurai  dalam duduk perkara  di  atas,

dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak sekitar bulan
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Agustus 2021  antara Penggugat dan Tergugat  sudah pisah ranjang dan

tidak berhubungan badan;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  perkara  ini  perkara  perceraian

maka sesuai dengan yurisprudensi MARI No 863 K/Pdt/1990 tanggal 28

Nopember  1991  bahwa  tidaklah  dibenarkan  dalam  perkara  perceraian

semata-mata  didasarkan  pada  adanya  pengakuan  dan  atau  adanya

kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (De

grote langen) eks Pasal 208 BW, untuk itu  Penggugat telah mengajukan

bukti surat dan saksi;

Menimbang,  bahwa  untuk  membuktikan  dalil  gugatannya,

Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2, serta 2 (dua)

orang saksi;

Menimbang,  bahwa  bukti  P.1  (Fotokopi  Kartu  Tanda  Penduduk)

yang  merupakan  akta  otentik  dan  telah  bermeterai  cukup  dan  cocok

dengan aslinya, isi  bukti tersebut menjelaskan mengenai  tempat tinggal

Penggugat yaitu Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, sehingga bukti

tersebut  telah  memenuhi  syarat  formal  dan  materiil,  serta  mempunyai

kekuatan  pembuktian  yang  sempurna  dan  mengikat. Dan berdasarkan

bukti  P.1 tersebut pula harus dinyatakan terbukti Penggugat merupakan

warga  Kabupaten  Bandung,  Provinsi  Jawa  Barat yang  berada  dalam

Yurisdiksi (wilayah hukum) Pengadilan Agama Soreang, dengan demikian

Pengadilan Agama Soreang berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa  bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang

merupakan akta otentik dan telah bermeterai  cukup dan cocok dengan

aslinya, isi bukti  tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat

dengan Tergugat yang terjadi pada tanggal  18 April 2020 dan tercatat di

KUA Kecamatan Margahayu,  sehingga  bukti  tersebut  telah  memenuhi

syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang

sempurna dan mengikat. Dan berdasarkan bukti P.2 tersebut pula harus

dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah

dan  tercatat,  keduanya  adalah  orang  yang  mempunyai  kepentingan

hukum dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat

dan  Tergugat  terjadi  tepatnya  sekitar  bulan  Agustus  2021  di  mana

Putusan Nomor 7894/Pdt.G/2021/PA.Sor. Halaman 8 dari 13 halaman

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengugat dan Tergugat pisah ranjang dan tidak pernah rukun kembali

hingga saat ini  sudah 6 (enam) bulan lamanya dan selama itu antara

Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya

masing-masing sebagai suami / istri;

Menimbang  bahwa  Majelis  Hakim telah  mendengar  keterangan

pihak keluarga/orang dekat dengan kedua belah pihak, dalam hal mana

mereka telah memberikan keterangan yang bersesuaian dan mendukung

kebenaran  dalil  Penggugat  tentang  kondisi  rumah  tangga  yang  telah

tidak rukun dan tidak harmonis yang disebabkan karena seringnya terjadi

pertengkaran dan perselisihan dan bahkan telah terjadi  pisah ranjang

sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan dengan demikian ketentuan

Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 ayat

(2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi

Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan juga dari

sikap Penggugat dan Tergugat sejak terjadinya pertengkaran hingga akhir

proses  persidangan  tidak  terjadi  adanya  perubahan  sikap  untuk  rukun

kembali  membina  rumah  tangga,  maka  telah  terbukti  bahwa  dalam

kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi

saling cinta mencintai hormat menghormati, setia serta saling membantu

antara satu sama lainnya dengan demikian rumah tangga mereka telah

pecah,  hal  mana  sejalan  dengan  ketentuan  dalam  Yurisprudensi

Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang

abstraksi  hukumnya  menyatakan  bahwa  apabila  suami  isteri  terjadi

perselisihan yang terus menerus serta terjadi pisah tempat tinggal, maka

rumah tangga mereka telah  pecah dan gugatan cerai  telah  memenuhi

ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang,  bahwa  terhadap  perselisihan  dan  pertengkaran

Penggugat  dan  Tergugat  tersebut,  pihak  keluarga  telah  berupaya

merukunkan  dan  memberi  nasehat  namun  tidak  berhasil,  selanjutnya

melalui  upaya  mediasi,  dan  upaya  Majelis  Hakim  dalam  setiap

persidangan  mengupayakan  perdamaian  secara  optimal  dan  sampai

dengan sebelum perkara ini  diputus sebagaimana ketentuan Pasal  154
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ayat  (1)  RBg Jo.  Pasal  82  ayat  (1)  dan (4)  Undang-Undang Nomor  7

Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, namun sampai tahap akhir proses

persidangan ini tidak ternyata ada perubahan sikap dari Penggugat untuk

mengurungkan niatnya  bercerai  dari  Tergugat,  karena Penggugat  telah

beritikad tidak mau damai dan rukun kembali dalam rumah tangga, dan

Penggugat  telah  berketetapan  hati  untuk  bercerai  terhadap  Tergugat.

Dengan keadaan yang demikian Majelis Hakim berkesimpulan pula bahwa

perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut

sudah tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan atau disatukan kembali

dalam  rumah  tangga,  mekipun  disatu  sisi  Tergugat  tetap  ingin

mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa  tujuan perkawinan adalah sebagaimana yang

ditegaskan Allah SWT dalam Al-Qur’an Surah Ar-Rum Ayat 21 :

ورََحْمَةً               مَودَةًّ بيَنْكَمُْ وجََعلََ إليَهْاَ إ إتسَْكنُوُا ل أزَْواَجًا كمُْ أنَفُْسإ مإنْ لكَمُْ خَلقََ أنَْ إهإ آياَت               ومَإنْ
يتَفَكَرُّونَ      ٍ إقَومْ لَياَتٍل إكَ ذلَٰ فإي إنّ إ

Artinya : “Dan  di  antara  tanda-tanda  kekuasaan-Nya  ialah  dia
menciptakan  untukmu isteri-isteri  dari  jenismu sendiri,  supaya
kamu  cenderung  dan  merasa  tenteram  kepadanya,  dan
dijadikan-Nya  diantaramu  rasa  kasih  dan  sayang.
Sesungguhnya  pada  yang  demikian  itu  benar-benar  terdapat
tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. 

Dan  sebagaimana  Pasal  3  Kompilasi  Hukum  Islam yaitu  untuk

membentuk  rumah tangga  yang  sakinah  mawaddah  wa rahmah,  serta

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu

untuk  membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang  bahagia  dan  kekal

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa; 

Menimbang, bahwa  dalam konteks  rumah tangga Penggugat dan

Tergugat, dengan  telah  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  dan

puncaknya telah terjadi pisah rumah/tempat tinggal lebih kurang sudah 6

(enam) bulan lamanya, serta sudah tidak dapat dirukunkan lagi, dimana

tujuan  perkawinan  sudah  tidak  dapat  terwujud  lagi,  sudah  tidak  ada

ketenteraman dan rasa kasih sayang diantara Penggugat dan Tergugat

sehingga  jauh  dari  harapan  terbentuknya  rumah  tangga  yang  sakinah

mawaddah wa rahmah, sehingga apabila tetap dipertahankan justru akan

Putusan Nomor 7894/Pdt.G/2021/PA.Sor. Halaman 10 dari 13 halaman

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangkan  madharat  atau  mafsadat  daripada  maslahat  bagi

keduabelah pihak Penggugat dan Tergugat, sedangkan dalam salah satu

kaidah hukum Islam (kaidah fiqhiyah) menyatakan menghindari madharat

atau mafsadat wajib didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh

karenanya  dalam  kondisi  yang  sudah  sedemikian  itu  perceraian

dipandang  sebagai  solusi  terbaik  antara  Penggugat  dan  Tergugat.  Hal

mana  sejalan  dengan  pendapat  pakar  hukum  Islam  yang  diambil  alih

menjadi  pertimbangan  Majelis  Hakim  dalam  kitab  Madzaa  Hurriyatuz

Zaujaini  fith  Thaalaq Juz  I  hal.  83  bahwa  Islam  memilih  lembaga

Thalaq/cerai  ketika  rumah  tangga  sudah  dianggap  goncang  serta

dianggap  sudah  tidak  bermanfaat  lagi  nasehat/perdamaian,  dan

hubungan suami  isteri  menjadi  tanpa ruh (hampa),  sebab meneruskan

perkawinan berarti  menghukum salah satu suami isteri  dengan penjara

yang  berkepanjangan,  dan  ini  merupakan  perbuatan  aniaya  yang

bertentangan  dengan  semangat  keadilan. Selanjutnya  dalam  kitab  Al

Mar’ah bainal Fiqh wal Qanun hal. 100 bahwa sesungguhnya kehidupan

suami  isteri  tidak  akan  tegak  dengan  adanya  perpecahan  dan

pertentangan,  selain  itu  justru  akan  menimbulkan  bahaya  yang  serius

terhadap  pendidikan  anak-anak  dan  perkembangan  mereka,  dan  tidak

ada  kebaikan  mengumpulkan  dua  orang  yang  saling  membenci,  dan

kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang

membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya

yang  lebih  baik  adalah  mengakhiri  hubungan  perkawinan  antara  dua

orang suami isteri ini, mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan

bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan

baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian; 

Menimbang, bahwa  berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan

fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi unsur Pasal 39 ayat (1) dan

(2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal

19 huruf (f)  Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal  116

huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena gugatan Penggugat telah

beralasan  hukum  sehingga  terhadap  tuntutan  perceraian  Penggugat

Majelis Hakim berkesimpulan patut dikabulkan;
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Menimbang, bahwa karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat

(isteri) terhadap Tergugat, dan sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf

(c)  Kompilasi  Hukum  Islam,  Pengadilan  menjatuhkan  talak  satu  Bain

Sughro Tergugat terhadap Penggugat; 

Menimbang,  bahwa  karena  perkara  a  quo  masuk  bidang

perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor

7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat,  semua  pasal  dalam  peraturan  perundang-undangan

dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;  

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu  Ba’in Sughro Tergugat  (XXXXX)  terhadap

Penggugat (XXXXX);

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

ini sejumlah Rp. 490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim

Pengadilan  Agama Soreang  pada hari  Senin,  tanggal  03  Januari  2022

Masehi bertepatan dengan tanggal   29 Jumadal Awwal 1443 Hijriah oleh

Miftah Farid, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Hudan Dardiri Asfaq, S.H.I.,

M.H.I. dan  Chusnul  Chasanah  S.H.I., masing-masing  sebagai  Hakim

Anggota,  putusan  tersebut  diucapkan  pada  hari  itu  juga  dalam sidang

terbuka  untuk  umum  oleh  Ketua  Majelis  beserta  para  Hakim  Anggota

tersebut, dan didampingi oleh  Nina Kristinawati, S.H. sebagai Panitera

Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota 

Hudan Dardiri Asfaq, S.H.I., M.H.I.

Ketua Majelis,

Miftah Farid, S.H.I.
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Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Chusnul Chasanah S.H.I.
             Panitera Pengganti,

Nina Kristinawati, S.H.

Perincian biaya :

-  Pendaftaran : Rp 30.000,00

-  Proses : Rp 50.000,00

-  Panggilan : Rp 370.000,00

-  PNBP Panggilan : Rp 20.000,00

-  Redaksi : Rp 10.000,00

-  Meterai : Rp         10  .000,00  

J u m l a h : Rp 490.000,00

 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Putusan Nomor 7894/Pdt.G/2021/PA.Sor. Halaman 13 dari 13 halaman

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13


